
 

 
 

 
 

WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT  
 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR 12 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS SEJAHTERA BAGI FAKIR MISKIN  

DAN ORANG TIDAK MAMPU  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a.  bahwa  berdasarkan  surat  Menteri  Sosial  Republik         

Indonesia Nomor : 06/MS/6/01/2017  tanggal  31 Januari  
2017 hal  Bantuan Pangan  Non Tunai (BPNT) yang  diberikan  

kepada  masyarakat miskin setiap bulannya; 

b. bahwa Kota Banjar masih terdapat Keluarga yang layak 
menerima bantuan tetapi belum masuk dalam Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM)  Bantuan Pangan  Non Tunai  (BPNT) 
yang diprogramkan oleh  Pemerintah  Pusat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada 

hurup a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Sejahtera Bagi Fakir 

Miskin dan Orang tidak Mampu;  
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246);  

2. Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2009 tentang  kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 

12,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor- 
4967); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 5679); 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2002  tentang 
Ketahanan  Pangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2002  Nomor  142  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 4245); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan 

Mutu  Gizi  Pangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Noimor  107,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4424 ); 

6. Peraturan   Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang   Proses 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014); 

7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan 

Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh 
Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYALURAN BERAS SEJAHTERA BAGI FAKIR MISKIN DAN 
ORANG TIDAK MAMPU  

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Wali Kota  adalah Wali Kota  Banjar. 

2. Kecamatan adalah Kecamatan Lingkup Kota Banjar. 

3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banjar. 

4. Desa/Kelurahan adalah Desa/kelurahan di lingkungan 
Pemerintah Kota Banjar. 

5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di lingkungan 
Pemerintah Kota Banjar.  

6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya 

disebut Perum Bulog adalah Lembaga pangan yang 
mengurusi Niaga Beras. 

7. Beras Sejahtera adalah  beras bersubsidi bagi Fakir Miskin 

dan Orang Tidak Mampu yang bertujuan untuk mengurangi 
beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui 

pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras. 

8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah 
sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat 

desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana 
distribusi RASTRA Daerah. 

9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas 
adalah lembaga masyarakat dan atau kelompok masyrakat di 

Desa/Kelurahan yang ditetapkn oleh kepala Desa/Lurah 



3 

 

sebagai pelakana Distribusi RASTRA Daerah. 

10. Kemasan RASTRA adalah kemasan yang berlogo dengan 
kuantum 5 (lima) kg. 

11. Kualitas beras yang RASTRA adalah beras premium sesuai 
dengan intruksi Presiden. 

12. Musyawarah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut 

musdes/muskel adalah forum pertemuan musyawarah di 
desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, 

kelomok  masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan  
Rumah Tangga Sasaran dari setiap lingkungan setempat atau 
setingkat dusun/Rw untuk menentukan daftar Rumah 

Tangga Sasaran Penerima manfaat. 

13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam 
adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang 

melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait 
lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu 

dengan tidak mengubah pagu kecamatan. 

14. Pagu RASTRA Daerah adalah alokasi jumlah Keluarga 
Penerima Manfaat atau jumlah beras yang dialokasikan bagi 

KPM tingkat Kota. 

15. Padat karya RASTRA Daerah adalah system penyaluran 

RASTRA kepada KPM diberikan bantuan pangan non tunai 
berupa beras oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. 

16. Pelaksana RASTRA adalah kelompok kerja di titik distribusi 

atau warung desa atau kelompok masyarakat yang ditetapkan 
oleh kepala desa/lurah. 

17. Perubahan daftar penerima manfaat adalah kegiatan validasi 

KPM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh 
masyarakat desa/kelurahan untuk menghasilkan KPM 

RASTRA yang tepat dan dituangkan dalam DPM -1. 

18. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut juknis adalah yang 
disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai 

penajaman dari Pedum RASTRA. 

19. Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah 

yang dibuat oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk 
kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu RASTRA 
Daerah. 

20. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disebut 
SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang 

diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan 
menyerahkan beras RASTRA. 

21. Titik Bagi  yang selanjutnya disebut TB adalah fasilitas publik 

di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau 
lokasi penyerahan beras Rasta dari Pelaksanaan Distribusi 
dan Rastra kepada KPM, termasuk Warung Desa atau Wardes 

fasilitas publik termasuk atau tidak terbatas pada Kantor 
Desa/Kelurahan, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat lain 

yang disepakati oleh masyarakat. 

22. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas 
publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra 

dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di 
desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara 
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tertulis oleh Pemerintah Kota Banjar dengan Perum Bulog. 

23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya 
disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi 

dan kewenanganan oleh Kementrian Sosial dan/atau 
dinas/instansi sosial propinsi, dinas/instansi social kota 
selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau 

membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai 
dengan wilayah penugasan di kecamatan. 

24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang 
selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah lintas sektor dan 
lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan 

mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di 
daerah Kabupaten/Kota. 

 

 
BAB II 

TUJUAN  
 

Pasal  2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengurangi 
beban pengeluaran fakir miskin dan orang tidak mampu melalui 

pemenuhan sebagai kebutuhan pangan. 
 
 

BAB III 
SISTEMATIKA 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika petunjuk teknis penyaluran Beras RASTRA 

Daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu adalah: 

A. BAB  I  PENDAHULUAN 

a. Latar belakang 

b. Tujuan 

c. Sasaran 

d. Manfaat 

B. BAB  II PENGELOLAAN DAN PENGORANISASIAN 

a. Tim Koordinasi Penyaluran RASTRA Tingkat Kota 

b. Tim Koordinasi Penyaluran RASTRA Tingkat 
Kecamatan 

c. Pelaksana distribusi RASTRA Daerah di Desa/ 

Kelurahan 

C.  BAB  III  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

a. Perencanaan dan 

b. Kebijakan Penganggaran 

D. BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN 

a. Pembuatan petunjuk teknis Program Rastra Daerah 
(Juknis Rastra) 

b. Penetapan pagu RASTRA Daerah 

c. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 
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d. Peluncuran dan sosialisasi program  RASTRA Daerah 

e. Monitoring dan evaluasi 

f. Pelaksanaan penyaluran RASTRA dari titik TD  

g. Pelaksanaan penyaluran beras RASTRA dari TD ke TB 

h. Penyaluran beras RASTRA dari TB ke KPM 

E. BAB V PENGENDALIAN 

a. Pengawasan dan 

b. Pelaporan 

F.  BAB VI PENGADUAN 

G.  PENUTUP 

(2) Substansi petunjuk teknis penyaluran RASTRA Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

(3) Format penyaluran tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 

 
BAB IV 

TIM KOORDINASI PENYALURAN 
 

Pasal 4 

(1) Dalam  rangka  penyaluran  RASTRA  Daerah,  Wali  Kota 
membentuk  tim  koordinasi  penyaluran RASTRA Daerah 

tingkat  Kota  yang  bertugas melakukan koordinasi 
perencanaan anggaran, sosialisasi, pelaksanaan  distribusi, 
monitoring  dan evaluasi , menerima  dan  menangani  

pengaduan  dari masyarakat serta melaporkan hasilnya 
kepada tim  koordinasi RASTRA Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Tim Koordinasi RASTRA Daerah mempunyai tugas 
dan fungsi: 

a. mengkoordinasikan perencanaan dan penyediaan APBD  
untuk mendukung pelaksanaan penyaluran RASTRA 

Daerah; 

b. menetapkan pagu penyaluran RASTRA Daerah; 

c. menyusun petunjuk teknis (juknis); 

d. pelaksanaan validasi dan pemutahuran datar KPM; 

e. sosialisasi RASTRA Daerah;  

f. perencanaan penyaluran RASTRA Daerah; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penyaluran; 

h. penanganan pengaduan;  

i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim 
Koordinasi penyaluran RASTRA; dan  

j. melaporkan pelaksanaan penyaluran RASTRA Daerah 
kepada Tim Koordinasi RASTRA Provinsi Jawa Barat. 
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(3) Tim Koordinasi RASTRA Daerah beranggotakan Sekretaris 

Daerah, unsur Bappeda, unsur Dinas Sosial Pemberdayaan   
Perempuan dan Perlindungan Anak, unsur Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar. 

(4) Tim Koordinasi RASTRA Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 
 

BAB V 
PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banjar. 
 

 

        Ditetapkan di Banjar  

        pada tanggal  17 Juli 2017  

        WALI KOTA BANJAR, 

 

 

        ADE UU SUKAESIH 

 

 

Diundangkan di Banjar  

pada tanggal 17 Juli 2017 

PELAKSANA TUGAS  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,  

 

 

                YUYUNG MULYA SUNGKAWA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 12 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR  12 TAHUN 2017       

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS SEJAHTERA BAGI FAKIR MISKIN DAN 
ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BANJAR TAHUN 2017 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai 
pangan utama. Dengan demikian beras menjadi komoditas Nasional yang sangat 
Strategis. Instabilitas perberasan Nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam 

berbgai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peran komoditi 
makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan 

komoditas bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan 
kesehatan, komoditas makanan yang sangat berpengaruh lebih besar terhadap 
nilai garis kemiskinan adalah. Peran komoditas makanan terhadap garis 

kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan, 
seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, komoditas makanan 

yang sangat berpengaruh lebih besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah 
beras. 

Dengan demikian beras merupakan komooditas yang sangat penting 

khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, program RASTRA 
Daerah merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang perberasan 
Nasional. 

Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Lembaga Pemerinta non 
kementrian tertentu serta Gubernur, Bupati / Wali Kota di seluruh Indonesia 

untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani Pedesaan dan 
Stabilitas Ekonomi Nasional. Secara khusus kepada Perusahaan Umum BULOG 
diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya 
mengutamakan pengadaan gabah / beras petani dalam negeri.   

 
B. Tujuan  

Tujuan program RASTRA Daerah adalah untuk mengurang beban 

pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. 
 

C. Sasaran  

Sasaran Program RASTRA Daerah Kota Banjar tahun 2017 adalah 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak  mendapatkan  Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) dari Pusat,  sebanyak 5761 KPM, yang  dibantu oleh 
Pemerintah Daerah berupa beras sebanyak 5 (lima) Kg/KPM/Bulan. 
 

D. Manfaat 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASTRA Daerah 

kota banjar mempunyai fungsi: 

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat 
sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan. 

2. Meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik 
Distribusi) maupun ekonomi   Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi 

4. Stabilitas harga beras dipasaran. 
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5. Pengendalian Inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga 

beras RASTRA Daerah Rp. 8.500,-/kg (delapan ribu lima ratus rupiah) yang 
dibayar oleh Pemerintah Kota Banjar melalui APBD dan menjaga stok pangan 

Nasional. 
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.  

 

BAB II 
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 

 
Dalam rangka pelaksanaan Program RASTRA Daerah perlu diciptakan 

harmonisasi dan sinergitas antara lembaga/Instansi terkait dalam melaksanakan 

Program RASTRA Daerah sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, maka dibentuk 
Tim RASTRA Daerah Tingkat Kota. 
A. Tim Koordinasi RASTRA  Kota  

Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra diwilayahnya 
dan  mem  bentuk Tim Koordinasi RASTRA Kota sebagai berikut: 

1. Kedudukan 
Tim koordinasi RASTRA Kota adalah pelaksana program RASTRA di 
tingkat Kota, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Wali Kota. 
2. Tugas Tim 

Tugas Tim Koordinasi RASTRA Kota mempunyai tugas melakukan 
koordinasi peren canaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, 
monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan 

hasilnya kepada Tim koordinasi Tingkat Kota/Provinsi. 
3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi RASTRA Kota 

mempunyai fungsi: 
a. koordinasi perecanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung 

pelaksanaan Program RASTRA di tingkat Kota;  
b. kenetapan Pagu Kecamatan;  
c. pelaksanaan validasi dan pemutahihan data KPM; 

d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program RASTRA di tingkat 
Kota;  

e. sosialisasi program RASTRA Daerah; 
f. merencanakan penyaluran RASTRA Daerah; 
g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RASTRA di Kecamatan, 

Desa/Kelurahan; 
h. penanganan pengaduan; 
i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi 

Program RASTRA Daerah Tingkat Kecamatan dan pelaksanaan distribusi 
di Desa/Kelurahan; dan  

j. pelaporan pelaksanaan RASTRA Daerah kepada tim Koordinasi Provinsi. 
4. Struktur Koordinasi RASTRA Tingkat Kota 
   Tim Koordinasi RASTRA tingkat Kota terdiri dari: 

Pengarah, Pembina, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa 
bidang antara lain: Bidang Perencanaan, sosialisasi, Pelaksanaan distribusi, 
Monitoring evaluasi dan Pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota.  
5. Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA terdiri dari: Sekretaris Daerah, Unsur 

Bappeda, Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, dan Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 
Banjar. 
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B. Tim Koordinasi RASTRA Tingkat Kecamatan 

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Progran RASTRA Daerah. 
1. Kedudukan 

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana program rastra di 
Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
camat. 

2. Tugas tim koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, 
melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi 

program RASTRA ditingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada 
Tim koordinasi RASTRA kecamatan  dibantu oleh TKS IX dalam 
pendampingan pelaksanaan program RASTRA di kecamatan dan 

desa/kelurahan. 
3. Fungsi 

       Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASTRA  kecamatan 

mempunyai fungsi : 
a. perencanaan penyaluran RASTRA di kecamatan 

b. sosialisasi RASTRA di wilayah kecamatan 
c. pendistribusian RASTRA 
d. penyelesaian administrasi 

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASTRA di desa/kecamatan;  
f. pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi RASTRA di desa/kecamatan 

g. pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada tim koordinasi RASTRA kota, 
termasuk pelaporan hasil pemutahiran data dari tingkat 
desa/kecamatan dan pelaporan sosialisasi penyaluran RASTRA kepada 

KPM 
4. Struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA tingkat kecamatan 

terdiri dari Penganggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang 

antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring 
dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat. 

Keanggotaan Tim koordinasi tingkat kecamatan terdiri dari unsur instansi 
terkait ditingkat kecamatan seksi pemberdayaan masyarakat desa, kepala 
seksi pemerintahan, koordinator statistik kecamatan, serta melibatkan 

masyarakat. 
 

C. Pelaksanaan Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah  
bertanggung jawab atas pelaksanaan program rastra di wilayahnya dan 
membentuk pelaksana distribusi sbb: 

1. Kedudukan 
Pelaksana distribusi rastra berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Desa/Lurah 

2. Tugas. 
Pelaksana distribusi rastra mempunyai tugas:  memeriksa, menerima dan 

menyerahkan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat 
3. Fungsi 

Pelaksanaan distribusi mmempunyai fungsi: 

a. Pemeriksaan dan penerimaan rastra dari Perum Bulog di Titik Distribusi 
(TD) 

b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat 

dalam DPM 1  di Titik Bagi (TB) 
c. Penyerahan Administrasi Rastra yaitu penada tanganan Berita Acara 

serah terima beras di TD 
d. Membuat daftar realisasi penyaluran beras sesuai model DPM 2 dan 

melaporkan ke Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan. 
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Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran beban para Keluaarga 
penerima manfaat  (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga 

untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya, hal ini 
merupakan program penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam 

meningkatkan ketahanan Pangan Nasional. 
 

Dalam perkembangannya sesuai arahan Presiden setiap bantuan sosial 
dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistem perbankan 
untuk memudahkan mengontrol, memantau dan mengurangi 

penyelewengan/penyimpangan. Penggunaan sistem Perbankkan tersebut 
dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksud untuk mendukunng 
perlaku produktif dan memperluas inklusi kuangan. Kelompok masyarakaat 

miskin mendapatkan e-voucher dalam bentuk kartu dan dapat membeli beras 
sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk 

pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu pada tahun 2017 
transformasi program RASTRA menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT). 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, bagi keluarga yang layak menerima 

bantuan tetapi belum masuk KPM  BPNT Pusat, akan dialokasikan pada Rastra 
Daerah yang bersumber dari APBD tahun 2017. 

 

D. Tujuan 
Tujuan Program Rastra adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga 
Penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras. 

 
 

BAB III 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

 

A. Perencanaan 
Rastra Daerah tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) KotaBanjar tahun 2017. 
Perencanaan kegiatan ang diatur dalam juknis ini meliputi penetapan KPM, TD, 
TB 

1. Kebijakan penetapan KPM 
a. KMP yang berhak mendapatkan RASTRA adalah Keluarga penerima 

manfaat yang terdapat dalam daftar nama Penerima Manfaat tahun 

2017 yang tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
Tahuyn 2017. 

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan  KPM yang menerima 
RASTRA adalah KPM yang tidak terakomodir pada BPNT Pusat, maka 
dengan adanya program BPNT dan Rantra Daerah tersebut, dilakukan 

validasi  melalui musdes/muskel dan selanjutnya dilaporkan kepada 
Tim koordinasi Rastra tingkat Kota. 

c. KPM Rastra ditandai dengan kepemilikan kartu rastra yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan jumlah KPM yang teah 
ditetapkan. 

2. Penetapan Titik Distribusi (TB) 
Titik distribusi (TD)ditetapkan di desa/kelurahan atauditempat lain atas 
kesepakatan antara Desa/Kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan 

antara Pmerintah Kota Banjar dengan Perum Bulog Sub Divre Ciamis. 
3. Penetapan Titik Bagi (TB) 

Ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah 
Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi ) dengan KPM. 
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B. Kebijakan Penganggaran. 

Program Rastra daerah merupakan salah satu program perlindungan Sosial, 
berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

Tahun 2017, Pemerintah meng alokasikan dana subsidi pangan,dengan 
penganggaran sebagai berikut: 
1. Anggaran RASTRA Daerah Tahun 2017 disediakan dalam APBD Tahun 

2017, DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar Tahun 
Anggaran 2017 pada Program Pendampingan Rastra yang meliputi  

pengadaan dan penyaluran Rastra dari Titik Distribusi (TD) sampai Titik 
Bagi (TB). 

2. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(pasal 18 dan 58) 
3. Pemerintah Kota Banjar untuk program RASTRA tahun anggaran 2017 

menganggarkan biaya untuk tebus rastra  bantuan non tunai  dari Titik 

Distribusi (TD) sampai di Titik Bagi (TB) yang dituangkan dalam DPA Dinas 
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar. 

 
BAB IV 

MEKANISME PELAKSANAAN 

 
A. Pebuatan Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra) 

a. Untuk pelaksanaan program rastra dikota banjar diperlukan panduan 
khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sebagai pedoman 
dari panduan rastra (Juknis Rastra). 

b. Juknis rastra bersifat spesifik yang didalamnya berisikan kebijakan 
pemerintah Kota Banjar, upaya untuk mengatasi berbagai malah dan 
hambatan dalam pelksanaan program rastra seperti kurangnya sarana dan 

prasarana angkutan dan faktor alam. 
c. Juknis dibuat oleh tim koordinasi Kota Banjar dan setiap tahun akan di 

tinjau ulang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. 
d. Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rstra 

Provinsi 

 
B. Penetapan Pagu Rastra 

1. Penetapan pagu RASTRA Kota Banjar 
a. Pagu Rastra Kota Banjar tahun 2017 merupakan jumlah besaran KPM 
b. Pagu Rastra Kota Banjar Tahun 2017 ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Banjar  
2. Penetapan Pagu RASTRA Kecamaatan dan Desa/Kelurahan 

a. Pagu Rastra Kecamatan dan desa/kelurahan 2017 merupakan besaran 

jumlah KPM Rastra berdasarkan PBDT. 
b. Pagu RASTRA Kota Banjar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota 

Banjar. 
c. Penetapan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Rastra Derah tindak lanjut 

Musdes/Muskel dan Pemerintahan setingkat. 

 
C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Desa 

/Kelurahan /Pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan 
Musdes/Muskel untiuk memperbaharui DPM yaitu: 

1. Musdes /Muskel dilakukan apabila ada perubahan DPM dengan 
menetapkan KPM yang akan diganti dan menetapkan KPM pengganti. 

2. KPM yang meninggal tetap memperoleh haknya, dan diberikan kepada ahli 

warisnya 
3.  Bagi KPM tunggal yang meninggal /pindah alamat /dinilai tidak layak 

sebagai penerima Rastra, maka digantikan oleh Penerima manfaat lainnya 
yang dinilai layak menerima bantuan berdasarkan Musdes/Muskel. 
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4. Bantuan Rastra Daerah diberikan kepada Fakir Miskin yang memiliki 

anggota rumah tangga balita dan anak usia sekolah/kepala rumah 
tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidah layak huni, 

berpendaatan paling rendah dan tidak tetap. 
5. Daftar akhir KPM Rastra yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel 

dis dituangkan dalam DPM 1. 

6. Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara 
pemutahiran data KPM hasil Musdes/Muskel dimasukan ke dalam formulir 

Rekapitulasi Pengganti 2017 dibuat rangkap 3 yaitu: 1.untuk TKSK, 2.Tikor 
Rastra Kecamatan,3.arsip Desa/Kelurahan. 

7. Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan pencatatan Berita Acara 

penyaluran beras Rastra dapat dilakukan. 
8. Musdes/Mukel/Muscam dilaporkan secara berjenjang dari tingkat 

Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi secara berjenjang melalui TKSK 

dengan dilengkapi oleh Berita Acara. 
9. Bagi KPM Rastra yang ada dalam DMP 1 akan diterbitkan Kartu Rastra nya 

oleh Pemerintah Kota Banjar. 
10. Wali Kota mengesahkan DPM akhir. 

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra 

1. Wali Kota Banjar melakukan eluncuran Program Rastra untuk tahun 
berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat Kota, Kecamatan, 

Desa/Kelurahan. 
2. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Rastra 2017, dengan mengacu 

pada strategi Komunikasi yang terdapat pada lampiran. 

 
E. Monitoring dan Evaluasi. 

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra maka Tim 

Koordinasi melakukan Monitoring dan Evaluasi. 
2. Dalam kegiatan Monev akan dievaluasi realisai penyaluran dan identifikasi 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. 
3. Monev dilakukan secara berjenjang oleh tim koordinasi ke jenjang yang 

lebih rendah atau ke RTS-PM apabila diperlukan. 

4. Waktupelaksanaan monev dialkukan secara periodic/ kunjungan lapangan, 
rapat koordinasi atau sesuai kebutuhan. 

 
F. Pelaksanaan Penyaluran RASTRA sampai Titik Distribusi (TD) 

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke TD menjadi tugas dan 

tanggungjawab Perum Bulog Sub Divre Ciamis 
2. Penyediaan Beras Rastra Premium yang suda dikemas oleh Peru Bulog 5 

kg/KPM 

3. Rencana Penyaluran 
4. Untuk menjamin kelancaran  proses penyaluran RASTRA  Perum Bulog 

bersama Tim Koordinasi Tingkat Kota menyusun rencana penyaluran 
bulanan yang akan dituangkan dalan SPA 

5. Mekanisme penyaluran; 

a. Berdasarkan pagu Rastra Daerah Wali Kota/Pejabat yang ditunjuk oleh 
Wali Kota menerbitkan SPA kepada Perum Bulog. 

b. Berdasarkan SPA Perum Bulog enerbitkan SPPB/DO Beras untuk 

masing masing Kecamtan   atau Desa/Kelurahan dengan tanpa 
menunggu peluncuran resmi. 

c. Sesuai dengan SPPB/DO Perum Bulog menyalurkan beras ke TD 
d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras ole Tim 

Koordinasi Kota. 

e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker RASTRA dengan Tim 
Koordinasi dan dibuatkan Berita Acara. 

f. Penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. 
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G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB 

1. Tim koordinasi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas 
beras yang diserahkan  oleh Perum Bulog,apabila tidak sesuai maka Tim 

Koordinasi harus langsung mengembalikan ke Perum Bulog dan Prum 
Bulog sendiri harus menggantinya dengan kualitas  yang sesui selambat 
lambatnya 2x 24 jam. 

2. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dapat dilakukan secara regular olek Pokja 
atau pelaksana distribusi. 

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM 
1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari  TB ke KPM 

maka TB  ditetapkan dilokasi  yang strategis dan mudah dijangkau oleh 

KPM. 
2. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh 

pelaksana distribusi rastra dan menyerahkan nya kepada KPM sebanya 5 

Kg/Bulan selama 12 kali dalam 1 tahun. Dicatat dalam DPM 2 selanjutnya 
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kota melalui Tim Koordinasi 

Rastra Tingkat Kecamatan. 
3. Pembayaran harga Tebus Rastra bagi  KPM tahun 2017 disubsidi oleh 

Pemerintah Kota Banjar yang dituangkan dalam APBD Kota Banjar melalui 

DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Banjar Tahun Anggaran 2017. 

 
 

BAB V 

PENGENDALIAN 
 
A. Pengawasan 

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP), Inspektorat Daerah sesuai 

dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. 
 

B. Pelaporan 

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan program rastra 
kepada tim koordinasi Kecamatan secara periodic setiap bulan. 

2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Rastra 
daerah  kepada tim koordinasi tingkat kota secara periodic setiap bulan 

3. Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kota melaporkan pelaksanaannya kepada 

Tim koordinasi Tingkat Provinsi Jawa Barat  dengan tembusan TKPKD Kota  
4. Laporan akhir pelaksanaan rastra dibuat oleh tim koordinasi Kota pada 

akhir tahun. 

 
BAB VI 

PENGADUAN 
 

Pengaduan pelaksanaan Program Rastra Daerah dapat disampaikan baik oleh 

masyarakat maupun oleh pelaksana program Rastra, pengaduan dapat berupa 
program rastra ataupun hal hal lain,yang ditangani secara berjenjang oleh Tim 
Koordinasi Rastra daerah. 

1. Unit Pengaduan bertanggungjawab mengelola system pengaduan Rastra Daerah 
2. Unit Pengaduan di tingkat Kota berada dibawah koordinasi Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kota Banjar 
3. Pengaduan tentang Program Rastra ditangani secara berjenjaneg untuk 

diselesaikan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan sampai ke Tingkat Kota. 

4. Setiap pengaduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi/OPD 
yang bertanggung jawab untuk mengatasinya, pengaduan akan diklarifikasi dan 

disampaikan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti. 
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BAB VII 

PENUTUP 
 

Rastra Daerah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah untuk 
membantu mencukupi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Apabila 
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat miskin tidak 

menerima haknya, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

 
 

WALI KOTA BANJAR,  

 
 
 

 
ADE UU SUKAESIH 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 
NOMOR 12 TAHUN 2017             

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS SEJAHTERA BAGI FAKIR MISKIN DAN 
ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BANJAR TAHUN 2017 

 
 

 
                                                                                              
 

 
DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASTRA TAHUN 2017 

PROVINSI   : Jawa Barat 

KOTA                   : Banjar 
KECAMATAN     : ………………………………… 

DESA/KEL            : ………………………………… 
  

NO 

Nama 
Kepala 
Rumah 

Tangga 

Nama 

Pasangan 
KRT 

Nama Anggota 

Lain Rumah 
Tangga 

Alamat Lengkap 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

dst     

 

 ……………………..,……………….2017 
Mengetahui/Disahkan  

Camat 

 
 

 
 
 

Ditetapkan  
Kepala Desa/Lurah 

( Tanda Tangan dan Stempel ) 
( Nama Jelas ) 

( Tanda Tangan dan Stempel ) 
( Nama Jelas ) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Model DPM-1 

 



16 

 

 

 
DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN/RASTRA TAHUN 2017 

( BULAN …….2017) 
PROPINSI   : Jawa Barat  
KOTA   : Banjar 

KECAMATAN  : ………………………………… 
DESA/KELURAHAN : …………………………………  

 

No Nama Alamat Lengkap 
Jumlah 

(Kg) 
Harga 

(Rp./Kg) 
Tanda Tangan 

RTS-PM 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

dst      

 
 

 ……………………..,……………….2017 
Mengetahui/Disahkan  

Kepala Desa/Lurah, 

Titik Distribusi 

Ketua Pelaksana Distribusi, 
 
 

( Tanda Tangan dan Stempel ) 
( Nama Jelas ) 

 
 

( Tanda Tangan dan Stempel ) 
( Nama Jelas ) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Model DPM-2 
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BERITA  ACARA  MUSYAWARAH  DESA /  KELURAHAN 
Desa / Kelurahan : ………………………………………… 
Kecamatan  : ………………………………………… 
Pada hari ini  : …………………tanggal ………………..bulan ……………… Tahun Dua 
Ribu Tujuh Belas, telah mengadakan musyawarah Desa / Kecamatan Program 
Raskin/Rastra (Pemutahiran Data RTS-PM) tahun 2017 : 

1. Dengan peserta sebagai berikut : 
1. Aparat Desa/Kelurahan ……. Orang 
2. Perwakilan tokoh agama / tokoh masyakarkat ……. Orang  
3.  Perwakilan RTS-PM Raskin 2017 ……. Orang 
4. TKSK ……. Orang 

2. Dengan kesepakatan sebagai berikut : 
Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut : 
1. Jumlah RTS-PM dalam DPM…… Rumah Tangga 
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena 

a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan)…… Rumah Tangga 
b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) …… 

Rumah Tangga 
c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal…… Rumah Tangga 
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu…… Rumah Tangga 

3. Jumlah Rumah Tangga pengganti…… Rumah Tangga 
3. Menyatakan bahwa  jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan 

jumlah Rumah Tangga pengganti. 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 

Ketua LPM 
Desa/Kelurahan 

 
 

Perwakilan KPM 
 
 
 

Perwakilan Tokoh 
Agama/Masyarakat 

 
 

Camat 
 

TTD & Stampel 
(Nama Jelas) 

Kepala Desa/Lurah 
 

TTD & Stampel 
(Nama Jelas) 

TKSK Kecamatan 
 

TTD & Stampel 
(Nama Jelas) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL 
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BERITA  ACARA  MUSYAWARAH  MASYARAKAT 

Desa/Kelurahan : ……………………….    Kota   : Banjar 
Kecamatan  : ……………………….    Propinsi : Jawa 
Barat 
 
Pada hari ini ………….tanggal…………bulan…………tahun dua ribu tujuh belas, kami para 
Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ……. Kota Banjar, Propinsi Jawa barat telah 
mengadakan musyawarah Desa/Kecamatan Program Raskin/Rastra (Pemutahiran Data 
RTS-PM) tahun 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut : 

No Nama Desa/Kelurahan 
RTS-PM  

Keterangan 
 

Awal Hasil Muscam 

1     

2     

3     

Dst     

Jumlah    

 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
                   

………………..,……………… 2017 
 

Kepala Desa/Kelurahan 
 
 

…………………… 

 Kepala Desa/Kelurahan 
 
 

……………………….. 
 Disahkan oleh :  

Camat 
TTD & Stampel 
(Nama Jelas) 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM 
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                         BERITA SERAH TERIMA BERAS RASKIN / RASTRA 

NOMOR : ……………………………………….. 
 
Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Walikota Banjar Nomor ……….. tanggal ……..dan 
SPPB/DO Nomor ……….. Pada hari ini………..tanggal ………….bulan …….., kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama   : ………………………………………. 

Jabatan  : Sakter Raskin /Rastra Perum BULOG 
  Divre / Subdivre ……………………………. 

Selanjutnya disebut PIHAK I 
2. Nama  : ……………………………………… 

Jabatan   : Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra *)Desa/Kelurahan …………….. 
Selanjutnya disebut PIHAK II 

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin/Rastra di TD untuk alokasi 
bulan……sebanyak……..kg untuk …….RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras 

Raskin/Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut diatas dengan 
pembayaran tunai. 
Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II. 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

PIHAK II 
 

(…………………………) 
(Nama jelas/tanda tangan) 

 PIHAK I 
 

(……………………………) 
(Nama jelas/tanda tangan) 

 Mengetahui 
Kepala Desa/Lurah/Camat 

 
(……………………………………) 

(Nama jelas/tanda tangan) 

 

 Catatan : 
*) sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah /Kepala 
Pemerintahan Setingkat 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MODEL BAST 
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                      REKAPITULASI  BERITA  ACARA  PELAKSANAAN 

PENYALURAN BERAS RASKIN/RASTRA 
 

KABUPATEN / KOTA  : …………………………….. 
KECAMATAN   : …………………………….. 
ALOKASI    : …………………………….. 2017 
DISALURKAN  BULAN  : …………………………….. 2017 

 
Berdasarkan  Berita Acara Serah Terima Beras Rastra di Titik Distribusi, telah disalurkan 
beras sebanyak …….. kg kepada KPM dengan rincian sebagai berikut : 

No Kelurahan/Desa/Kecamatan 
Jumlah 

KPM 
Kuatum 

(Kg) 

Nilai 
(Rp. 
/Kg) 

Bast 
Nomor 

Keterangan 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Jumlah      

  
Camat *) 

 
 
 
 

Tanda tangan dan stampel 
 

( Nama  jelas ) 

SATKER RASKIN 
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG 

………………….. 
 
 

Tanda tangan dan stempel 
 

(Nama Jelas) 
Catatan : 

*)atau pejabat yang mewakili/ditunjuk 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

MODEL MBA-0 
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REKAPITULASI  BERITA  ACARA  PELAKSANAAN 

PENYALURAN BERAS RASKIN / RASTRA 
 

KABUPATEN/KOTA : ………………………………… 
ALOKASI BULAN  : ………………………………… 
DISALURKAN BULAN : …………………………2017 

 
Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin/ 
Rastra di Kecamatan untuk alokasi bulan ……….2017, telah disalurkan beras 
sebanyak……Kg untuk KPM dengan rincian sebagai berikut : 

No Kecamatan 
Jumlah 

Kel/Desa 
Jumlah 

TD 
Jumlah 

KPM 
Kuantum 

(Kg) 
Nilai 
(Rp) 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Jumlah       

 

 
WALIKOTA 

 
 

Tanda tangan dan stampel 
( Nama  jelas ) 

………………………………,…………….2017 
SATKER RASTRA 

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG CIAMIS 
KEPALA, 

 
Tanda tangan dan stempel 

(Nama Jelas) 
Catatan : 

*)atau pejabat yang mewakili/ditunjuk 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

MODEL MBA-1 
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BERITA ACARA 

PENGECEKAN BERAS RASKIN / RASTRA 
 

Pada hari ini………tanggal…….berdasarkan surat permintaan alokasi 
Walikota…………….No……….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama  : …………………………………………… 

Jabatan  : …………………………………………… 
Selanjutnya disebut PIHAK I 

2. Nama  : …………………………………………… 
Jabatan  : …………………………………………… 
Selanjutnya disebut PIHAK II 

3. Nama  : …………………………………………… 
Jabatan  : …………………………………………… 
Selanjutnya disebut PIHAK III 

Dengan ini bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas 
beras raskin / rastra secara visual untuk alokasi bulan ……….tahun 

………….Kabupaten/Kota ……………di gudang Perum BULOG, dengan kondisi baik. 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
       

 ………….…………..,……………………2017 

PIHAK III 

(Tanda tangan) 
 

(Nama jelas) 

PIHAK II 

(Tanda tangan) 
 

(Nama jelas) 

 
PIHAK I 

(Tanda tangan) 
 

(Nama jelas) 

 
 

Keterangan : 
1. Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra kabupaten/ Kota 
2. Satker Rastra Perum BULOG 
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Nomor  : …………………….. 
Lampiran          : …………………….. 
Perihal  : Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra     Bulan………Tahun 
2017 
 
Kepada Yth : 
Ketua Tim Koordinasi Raskin /Rastra Kabupaten / Kota ………….. 
di 
         ……………………… 
        Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra, bulan              

……………..Tahun 2017 sebagai berikut : 
01. Sosialisasi : …………(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program 

Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang 
dijumpai dilapangan, serta pemecahannya. 

02. Penyaluran beras : 

No. 
Desa/ 

Kelurahan 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
bulan 
lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

s/d 
bulan 
lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

dst        

Jumlah       

 
03. Hasil Monev     : Permasalah dan saran 

…………………………… 
04. Hasil Pengelolaan/Penanganan/Pengaduan : 

…………………………………………………………… 
Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih. 
 ………………….,…………………………………2017 

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota 
……… 
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Nomor  : …………………….. 

Lampiran : …………………….. 
Perihal  : Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra 
Bulan………Tahun 2017 

 
Kepada Yth : 

Ketua Tim Koordinasi Raskin /Rastra Kabupaten / Kota ………….. 
di 
………………………………. 

 
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra, bulan 
……..Tahun 2017 sebagai berikut : 

01. Sosialisasi : …………(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program 
Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan 

yang dijumpai dilapangan, serta pemecahannya. 
02. Penyaluran beras : 

No. 
Desa/ 

Kelurahan 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
bulan 

lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

s/d 
bulan 

lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

Dst        

Jumlah       

 

 
 
 

 
 

01. Hasil Monev : Permasalah dan saran …………………………… 
02. Hasil Pengelolaan/Penanganan/Pengaduan : 

…………………………………………………………… 

           Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih. 
 
 

 
 ………………….,…………………………………2017 

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota 
……… 

 

 
 (……………………………………………..) 
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Nomor : …………………….. 
Lampiran : …………………….. 

Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra 
Bulan………Tahun   2017 

Kepada Yth : 
Ketua Tim Koordinasi Raskin /Rastra Kabupaten / Kota ………….. 
Di   ………………………………. 
 
Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin / Rastra, bulan 
……..Tahun 2017 sebagai berikut : 

01. Sosialisasi : …………(isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program 
Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang 
dijumpai dilapangan, serta pemecahannya. 

02. Penyaluran beras : 

No. 
Desa/ 

Kelurahan 

Rencana Alokasi Realisasi 

s/d 
bulan 
lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

s/d 
bulan 
lalu 

Bulan  
ini 

s/d 
bulan  

ini 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

Dst        

Jumlah       

 

01. Hasil Monev : Permasalah dan saran …………………………… 
02. Hasil Pengelolaan/Penanganan/Pengaduan : ……………………… 

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih. 
 …………,……….………2017 

Tim Koordinasi Rastra Kota Banjar 

 
 

(Tanda tangan dan stempel) 
(……………………………………………..) 

 

 
 

 
 
 

WALI KOTA BANJAR,  
 
 

 
 

ADE UU SUKAESIH 
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